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BAB IV 

SIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan mengenai analisis laporan hasil pemeriksaan pada 

Pemprov Banten TA 2017-2020, simpulan yang dapat ditarik adalah sebagai 

berikut. 

1. Dalam menyusun dan melaporkan LHP atas LKPD Pemprov Banten selama 

Tahun 2017-2020, BPK telah melaksanakan semua ketentuan sesuai dengan 

standar yang terdapat pada standar pelaporan SPKN. 

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan, Pemprov Banten 

mendapatkan opini WTP selama TA 2017-2020. Hal ini menunjukkan bahwa 

Pemprov Banten telah menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan SAP, dan 

informasi yang tersaji pada laporan keuangan telah disajikan secara wajar. 

3. Kelemahan atas SPI yang ditemukan oleh BPK selama TA 2017-2020 pada 

Pemprov Banten, meliputi tiga temuan pada Tahun 2017, dua temuan pada 

Tahun 2018, sembilan temuan pada Tahun 2019, dan empat temuan pada 

Tahun 2020. Kemudian terdapat permasalahan yang kembali ditemukan pada 

Tahun 2019, yang sebelumnya telah ditemukan pada Tahun 2018. Temuan 

tersebut mengenai perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban pemeliharaan jalan. Kondisi tersebut disebabkan oleh 
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Kepala UPTD PJJ dan jajaran pelaksana yang tidak akuntabel dan tidak 

transparan dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan tersebut. 

4. Permasalahan atas Ketentuan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-

undangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK selama Tahun 2017-2020, 

meliputi lima temuan pada Tahun 2017, delapan temuan pada Tahun 2018, 

lima temuan selama Tahun 2019, dan tujuh temuan pada Tahun 2019.  

5. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan baik dalam SPI maupun 

Ketidakpatuhan pada LKPD Pemprov Banten, tidak ditemukan salah saji yang 

melebihi nilai material dan semua salah saji tersebut telah dikoreksi pada 

Laporan Keuangan Audited TA 2017-2020. Dengan demikian, Opini WTP 

yang diberikan oleh BPK terhadap LKPD Pemprov Banten selama empat tahun 

berturut-turut telah tepat. 

 


